
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEGIATAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG JABUNG TIMUR,

a bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan

transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan

tolak ukur sebagai pedoman dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar

Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan

Kegiatan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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3. Peraturan...

E

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2023

Menimbang
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3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2Ol2 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan

dokumen dan informasi hukum (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun

2O2l tentang tata naskah dinas komisi pemilihan

umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi

pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negera

Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 7884);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

lO/HK.O l08l2022 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di-

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN

PENGELOLAAN KEGIATAN HUKUM DI LINGKUNGAN

Menetapkan

KOMISI



KESATU

KEDUA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihal Umum
Kabu ung Jabung Timur

Hukum dan SDM
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KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR.

Standar Operasional Prosedur terkait Pelaksanaan

Kegiatan Hukum di Lingkungan Komisi Pemithan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 23 Jantai 2O23

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ABD HARIS
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KOMISI PEMILIHAI{ UMUM
XABUPATEIT TAIYJT'I{G .'IIBUITG TIMUR

NOMOR SOP 17 Tahun 2023
TANGGAL PENGESAHAN 23 Januari 2023
DISAHKAN OLEH Plt IS] PEMILIHAN UMUM

G TIMUR

DIAN ASMARA

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan
Kegiatan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undaag Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum

Nasional;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan

Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2O2l tentang Tata Naskah Dinas Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Darr Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota
7, Keputussn Komisi Pemilihan Umum Nomor lO/HK.O4 /O8/2O22 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU
Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU
Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU

KETERKAITAN: PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Taljung Jabung

Timur
2, SOP Pen)'usunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Timur
3. SOP Tata Usaha Bagian Umum
4. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. Buku Agenda Surat
2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
3. Jaringan Intemet
4. Flashdisk dan Map Odner
5. Stempel Salinan
6. Cap Dinas

PERINGATAN:

Nama SOP

PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk naskah asli (ha-rdcopy) dan naskah
asli elektronik (softcopy)



Tahap Kegiatan

Pelaksana BaI<u Mutu
Subag

Pengusul
SK

Kasubbag
Hukum Kelengkapan output

Menyampaikan nota dinas permohonan untuk penerbitan salinan produk hukum KPU
Provinsi Jambi ke website JDIH berupa naskah asli (hardcopy) yang telal
ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Sekretaris
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur C 1. Kelengkapan nota

dinas
2. Flashdisk/

Media penyampaian
softcopy

2 a) Menerima nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU
Provinsi Jambi ke website JDIH

b) Menyampaikan lembar disposisi

Buku agenda

3 a) Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa keputusan
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

b) Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen
berupa keputusan KPU

-l
Kartu kenda-li

4 t

I

Bedta Aca-ra
Pleno

5

a) Menyimpan naskah asli (hardcopy) dokumen hukum yang telah di tandatangani
oleh ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau sekretads KPU Kabupaten
Tanjung Jabung Timur dan naskah salinan keputusan telah dibubuhi stempel
saiinan tanpa cap dinas

b) Mengunggah produk hukum ke website jdih

Catatan
perbaikan /
notulensi

pleno

No. Staf

1.

a) Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap
b) Melalukal scan produk hukum



No Tahsp Kegiahn
Polaksana Baku Mutu

Kasubbag

Ponousul

Kasubbag
Ponyusun

Stafi 6ubag

Ponyusun
Sek KPU

Kab

K6lue dadehu
Anoqola KPU Kab

Kasubbag

Terkait
Subbag

Umum
(elengkapan Durasi

Waklu
OuFut

1

Penyusunan
- Draft rancangan keputusan Ketua lermasuk susunan komposisi perconalia,

- Perbandingan antara keputwan sobelumnya dongan usulan porubahan Keputusan (urlu*
SK PeruMhan)

- Pembuatan serta Distibusi Undangan Rapat Pleno L _-l

,)T8mplato SK;

2) Dokumen SK lama khusus Ulk sK Pen$ahan
3) Dispo€isi dari 6emua pengusul

4) Fom Tab€l PoEandingan porubahan SK lama
dan SK Baru

t hari

Ranosogan Keputuson dalam

bentuk hadcopy dan sotl mpy)

Undangan Pleno

2. Penyampaian rancangan keputusan kepada kasubbag p€nyusun
i

l) Noh Dinas

2) Karir kendali kepatuhan SOP

Psling
hma 2

hari

3 Kasubbag Penyusun disposisi usulan penyusunan keputusan kepada Kasubag
Penyusun

t
I

Lembar Disposisi
Kadu kendali

4. Kasubag penyusun memb€rikan arahan kpd Staff ut mengumpulkan bahan,
melakukan proses legal drating dan kajian

t. R€gulasi, Fom LD,

kompubr

Dokumon rancangan SX hasil

l6geldE,fiing
Rapat koordinasi dengan UK pengusul F',__l

6 Kasubbag Penyusun m€nyampaian k€mbalihasil legaldrafling k€pada Unit Koda
Pengusul utk dilakukan p€ncermatan I

J Nota dinas

7 Pencermatan Kembali oleh Kasubbag Pongusul dan pengiriman hasil Penoermatan
kepada Kasubbag Penyusun

V
> Dol(umen pon@rmatan

t hari

Kasubbag Penyusun memberikan Parafdan menyampaikan kepada (asubbag

Pengusul dan kepada Sokrotaris untukdibubuhi paraf >
I

Lembar disposi8i,

Ballpoint
Pala (Langsungy'Digital)

I Sekretads menyorahkan Ranoangan Keputusan kepada Anggota KPU K&upaten
untuk dibahas dalam rapat Pleno

L-? Hardcopy & Sofloopy

10 Pembahasan dalam rapat Pleno:
. Usulan P€rubahan/Perbaikan Substansi (T)

BA Pleno

t hari

pebaikad p€netapan

11 Kasubbag Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasilpembahasan pleno I.
Paraf Koordinasi Kasubbag Penyusun I- --

Form Paraf Koordinasi

SK Final

I-
13. Paraf Koordinasi Kasubbag Pengusul I
14. Paraf Koordinasi Kasubba0 terkait L_
15 Paraf Sekretads F I
16 - Paraf Anggota

- Tanda tangan Ketua untuk p€netapan Keputusan
L--'

17 UK Kearsipan memberikan nomor pada (eputusan KPU Kab dan menyampaikan
kembali kepada Kasubbag Penyusun

I > Buku Ag€nda Naskah Dinas K6pulusan

18. Kasubbag Penyusun membuat Salinan SK F I
Stempel Salinan Salinan SK

'19
Kasubbag Penyusun meny€barluaskan Salinan keputusan

I _-| l Buku Eksp€disi SK BuktiTanda terima

20 Kasubbag Penyusun rnenyimpan dan digjtalisasidok asli It S@nner
lvedia ponyimpanan

soff Filo

Hard File

1, Kateforl A: Produk HukuE Surat Keputusau untuh menetapkaa perconalla/Tlm Pelaksana l{,iegT8,tat Wng tldak dlalokastkan anggarannga dalam dafiar
lslc;n pla.ksa naan anggaran (DIPA) ,runqrun dolcttnrc'n Nll.sko,h Pedo;r;ttol Hlbah Da.era.h dan Lanrytlrrrn F.enca;ta Aflggaran BelanJa (RAB),

5. I
Hasil penG.msian

8.

-IJ12.



2. Nategorl B: Produt hukum Surat Keputuran peretapar per3onalla Panltla/Po$a/Ttm PelaLsana Kegletan (TPKf yaag dtalokaslkan arggaratrtrya dalam DIPA
meupu! Dokumen IYPHD dal RAB

l{o Tah.p K.glrtrn
Polakrana B.*u ulu

Kasubbag
Penqusul

Tim

Ve fikator
Kasubbag
Peoyusun

Slaff subag
Penyusun

Sok KPU

Kab

Kohra/Anggo
h XPUKab

Kasubbag
Terkail

Subbag

[Jmum
(elengkapan 0urasi

Waktr
0uPul

1

Penyusunan
- Kerangke Ac an Keia (KAK);
- Rancangan kepufusan terma-suk usulan koopo€isi per8onalio,
- P6rbandingqn anbra Sl( hma deng8n usulan p€naahan (uduk SK Perubarar) dan

pslyampai-an dongan nob din6 i

1 ) Template SK;

2) Dokumen SX lama khusus U& sK
Per!bahan

3) Disposisi dari Bemua p€ngusul

4) Fom Tabol Persandingan perubah€n

SX lama dan Sl( Baru

t hari

KA(
Rancang6n (€puhrsan dalam

centuk hardcopy dan eoft copy)

Undangan Plono

2
Verilikasi kolayakan administratlf, kes6suaian oupr]t, kspatuhn dan keadilan personil. (J,ila t€lah
s€suai, msndisposisi ha8il penilaian kepada Kasubbag Ponyusun. Jlka belum, mengom{alikan
k€pada Xssubbag Peogusul dongan rokomondasi p€rbaikan)

i
@

T

I

h
1) Xartu kendali kolayakan
2) (artu Kendali Pokia

l) Lembar Disposisi

3 Penyampaian rancsngan k€putusan kopada kasubbag p6nyusun
I

Nola Dinas

Paling lams
2 hEri

4 Kasubbag Ponyusun disposaei usulan p6nyusunan kgpulusan kepBda Kasubag Penyusun Lembar Disposis

5 Kaoubag Penyusun membelilan arahan kpd St8ff hukum untuk mongurnpulkan bahqn,
rnolakukan prosas ,ega/ drafiing dan kajian

Regulasi, Form LD,

komputer
Dakumon rancEr{an sK ha6il

hgldnflins
6 Rapat koo.dinaoi dengan Kasubbag p€ngusul

Kompuler/Lqtop
Proy€ktor

7 Ka8ubbag Penyusun menyampaian kombali hasil legal drafling kopada Xasubbag Pengusulutk
iilgkukan p€ncormahn

I
Nob dinas

8 Pencomabn Kembalioleh Kasubb8g PengusuldEn pengiriman hasil P€ncermahn kepada
Kasubbag Penyu8un

Dokumon ponoermatan

t hari

Hasil pencemalan

s Ka8ubbag P€nyusun membedkan Peral dan menyampaikan kepada Kasubbag Pengusuldan
(epada S6krehri6 untuk dibubuhi paral L9[ba. di6po6i6i,

Balhoint

Parsf (Langsungy'Digital)

Sekrehis m6ny6rahksn RanoarEan Keputus€n lepada Anggoh KPl.l Kabup8ten unluk dibahog
i6lam rapat Pleno

L_
Hardcopy & Soflcopy

11 Pembahasan dalam rapat Pl€no:
- LJsulan PerbahadP€rbaikan Sub6t€n6i O)

BA Pl6no

t hari

p66aikarl/ penolapan

12 Kasubbag Ponyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan pleno E+ _l
13 Paraf Koordinasi (asubbag P6nyugun 5-

SK Final

14 Palaf Koordinasi Kasubbag Pengusul

15 Paraf Koordinasi Kasubbag terkait t_
16 Paral S6krolaris -J
17 ' Paraf Anggob

"Tanda tanoan Ketua untuk p€n€lapan KeDulusan
L_

18. Sub bagian Kearsipan msmberikan nomorpada K€putusan KPU Kabupat6n dan meflyampaikan
kembali k6p6da Ka6ubbag Pgnyusun L Buku Agonda Naskah Dina8 Keputusan

19 Subbagian Penyusun mombuat Salinan SK I Stompel Salinan Salinan SK

20. Subbagaan Penyusun mony6baduaokan Salinan k6putusan L Euku EkspedBiSK BukliTanda torima

21 Subbagian Umum Penyusun menyimpan dan digitalisasidok asli lr Scanner:

[i€dia penyinpanan
Soft Fe
HErd Fil6

-rl
f'LJ
+
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Form Paraf Koordinasirf

.E
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l{o Tshap K6giat r
Pelrlsrn, Brfto Mutu

Kasubbag

Ponqusul
l(asubbag
Ponyusun

Staff subag
Hukum

Sek KPU
(ab

Kehra dary'atau

Anoo. KPU Kab

(a6ubbag
-fsrkait

Subbag

Umum
Kelengkapan

Dura6i

Waktu
OuFut

I

Penyu6!nan
- Dqrbr lnvenbrisasi lrasahh (Dl[r)
- Draf awal rancangan kopuhrsan
- Pe$andingan anbra kopuhrsan s€b€lumnya dengan usulan perubahan Kgputus€in (mtuk 3K Perubal@n)
- dao penyampaian dongan noh dinas

I

1) Toryhte SK;

2) Dokumen s( lama khusus Ut( S(
Perubahan

3) Disposisi dari somua pongusul

4) Fom Tabel Po6andingafl
porLbahan SK lama dan SX Baru

t hari

DIM

Ranc€ng6n

K€putrsan dalam

centuk hgrdcopy dan

roft copy)

LJndangan Pleno

2 Pgnyampaian Gncangan keputusan k€pada Kasubbag ponyusun
1) Nob Dinas

2) Katu kBodali kepatuhan SOP

3 Kabag disposisi usulan ponyusunan keputusan kepada Xasubbag Penyusun
Lembar Disposisi

Kartu kendali

4 Kasubag membeikan arahan kpd Staff ut mengumpulkan bahan, melakukan proges iegal dratring dan kajian
R€gul8si, Fom LD,

Kompubr
Dokumeh rancflgan

SK hasil /o!E/
dnfrillg

5. Rapal koordinasi dongan Kasubbag pengusul
(omputer/Laptop

Prcyektor

6. Kasubbag Penyusun m€nyampsian kombali hadl hgaldrafling kepada Unit Keia Pergusul ulk dilakukan
penoermahn

Noh dinas

7 Pencermahn Kombalioloh ksubbag PerEusuldsn penghiman hagil PencermatEn kepada Kasubbag Ponyusun Doku[En ponc€rmatan

'l hari

Hssil p6nc6mrtan

Kasubbag Penyusun membefikan Para, dan menyampaikan k€psda UK P6ngu6ul dan kepada Sekrehris unhtk
dibubuhip6laf Lembsr di8posisi,

Balboint

Pamf
(Langsung/DidtBl)

I Sekrotaris menyorahkan Rancangan Keputuran kepada Anggoh KPU Xabupaton unhrk dibahas dalam rapatPleno L_ Hardcopy & Sotcopy

10 Rapatpl€no meneEpkan (Y)ahu meminb dilakukan koroksiO)atau porinhh melakukan koordlna6i dgn
eEbaga/inehnsi terkail (()

K

BA Pleno t hari porbaikan/
ponebpan

11 Kasubbag Penyusun molakukan pe$aikan s66uai hasil pembahasan pleoo

12

Kasubbag Penyusun dan (asubbag Pongusul molaksanakan:
- Koordinssi dgn l€mbaga/inshasi torkait dlm p6ny rancangan keputusan
- lr,lelakukan Rakor/ FcDMorkshop dengan instansidan pihak torkait

l4€noabt hasil koordinsi dan mombahas masukan hssil koordinasi untuk dip@arkan dahm Epat !l6no

__l
----t 2-3 hari

13 Rapat pleno pertaha6an dan penehpan rancangan k€putusan lr t hai

14 Paraf Koordinasi (a6ubbag Ponyusun

Fom PaEf Koordinasi

SK Final

15 Paraf Koodinasi Kasubbag P€ngusul

16 Paral Koodinosi Kasubbag t€rkait L-
17 Paraf Sokrotaris ___J

18 - Pamf Anggoh
- Tanda tangan Ketua untrk p€ne@an Koputusan

L_

19. S$bagian Umum membedkan nomor pada Koputusan (Pl.l Kabwaten dan menyampaikan kembali kepada UK
Penyusun

I Buku Agenda Naskah Dinas Ksputusan

20. Subbagian Penyusun mombuat Salinan SK I Stemp6lSalinan Salinan SK

21 Subbagian P€nyusun monyobarluaskan Salioan keputusan L- Buku Ekspsdisi SK BuktiTanda ldima

22 Subbagian Ponyusun monyimpan dan digilalisasidok asli
Saann6[

lr€dia penyimpanan
Sofr Filo

Hard File

3. Kat€lod C: Produt Hulum Surat Keputusan uatulc meretaptr;r naskah dlnas lalnngao mlralnya: SK Peretapar Pedouau Tekals/Petuajuk Tekafu atau
Palduaa

Paling

lama 2

hari

t

E- -fl -I
tT1 rY

+trI
I



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap

bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat

dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

3. Perubahan tidak berlaku untuk kegiatan yang sudah selesai

dilalsanakan;

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan penyusunan,

pelaporan dan evaluasi kartu kendali dalam rangka pelaksanaan

SPIP, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak

berlaku;

6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Sabak
Pada tanggal 23 Januari 2023

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

DIAN ASMARA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAI}UPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

IY
Prenadia Paramita


